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bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O10 tentang
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
201O dan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor O7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
ditetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan
Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas,
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOB tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 1O1,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO5 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun
2OO9 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2O1O tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O7 Tahun
2Ol0 tentang Pedoman Audit l,aporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-0O3.435152/ 2Ol3 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman
Tahun 2013;

METUTUSI(AIT

Meaetapkan IIEPUTUSA.IT KOUISI PEUILIHAIT I'UU}I KOTA
PARIAUAN TENTAITG PEI'OUA.IT PEIT,PiORAN DAIfA
I(A,UPAtrIYE DAIT AT'DIT I"AFORAN DAITA XAUPAITYE
PASAI{GAII CALOIT WALIKOTA DAIT WANIL WALIKOTA
PARIAtrAIT TATIUN 2013.

BAB I
XETEI|TUAIT T'UUU

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota
adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut Panwaslu
adalah Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL2 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Partat politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 1
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5. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta
Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan I
(satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota.

6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut
pasa-ngar calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah
memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.

7. Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut
kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon
dan/ atau tim kampanye / pelaksana kampanye / petugas kampanye untuk
meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-
besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon
secara lisan atau terfulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 dan dalam jadwal wa-ktu yang ditetapkan KPU Kota.

8. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan
calon, yang bertugas men5rusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan
membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggunglawab atas
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat
kota selanjutrrya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut
TKKC.

9. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah
rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau
bank bukan pemerintah yarrg mempunyai perwakilan di kota.

1O. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut LPPDK adalah laporan yang dibuat
dan/ata:a dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan
dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (ll
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 dan disampaikan pada kantor
akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32Tahun2OO4.

11. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin
dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam
memberikan jasa.

12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri
Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17 lPMK.Ol l2OO8.

13. Ikatar Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan
yang diakui oleh pemerintah.

14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi
profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

BAB II
DAITA KAIf,PAITYD

PaEal 2

(1) Dana Kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
(2) Dana kampanye pasangan calon dikelola berdasarkan prinsip legalitas,

transparansi, dan akuntabilitas.
(3) Semua dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota wajib

dilaporkan dalam LPPDK .
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(1) Dana kampanye bersumber dari :

a. pasangan calon yang bersangkutan;
b. partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
c. sumUang"n pihak-pihak lai-n yang tidak mengikat yang meliputi

sumbangan perseorangan dan/ atau badan hukum swasta'

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
identitas pemberi sumbangan, yaitu :

". 
p..""oirrtg*, dengan mencantumkan narna dan alamat yarlg
iiU,.ttit"n dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas
lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

-

b. kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, melampirkan
akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non
pemerintah serta fotokoPi NPWP.

(3) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud 
-Pada 

ayat
' '(2), apabil" "r*buttg"t 

dana kampanye sebesar Rp' 20'OOO'OOO,- (dua
puluh juta rupiah) atau lebih.

(4) Pemberi sumbangan dana kampanye oleh perseorangan atau kelompok,
perusahaan, dan]atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan
iotokopi NPWP sebagaimana dimaksud ayat l2l, oleh {Py Kota
p".-"*"l"hrorrya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk
penyelesaiannya.

(5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/ atau
isteri dan/ atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon,_ dikategorikan
ieUagai sumbaagan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf a.

(6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok,
perusahaan, danlatau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud ayat

iZ) truruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan,
dan/ atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana
kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak
lain yang tidak jelas identitasnya.

Paeal 3

Pasal 4

(1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan / peke{ aan
yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati penerima jasa'

(3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/ atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang
wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(4) Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli
yang berlaku secara umum, diperlalrukan ketentuan sumbangan yang
batasarr dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.

(5) Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKK/TKKC yang timbul dari
penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan
sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada ketentuan ini.

Pasd 5

(1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye
dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon
pada Bank.
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(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau
bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di kota di seluruh
wilayah kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon disampaikan
dan/ atau didaftarkan kepada KPU Kota bersamaan dengan waktu
pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota, serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasalgan calon
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh
KPU Kota.

Pasal 6

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang
diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib
dicatat dan dimasukan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan
kampanye.

Pasal 7

(1) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yalg berasal dari pihak lain
perseorErngan, nilainya tidak boleh metebihi dari Rp. 50.OOO.0O0'- (lima
puluh juta rupiah).

(2) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain
kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak
boleh melebihi dari Rp. 35O.O00.OOO,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), adalah bersifat
kumulatif.

Pasal 8

(1) Sumbangan dana kampanye pas€rngan calon sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 3, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.O00,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib
dilaporkan kepada KPU Kota mengenai jumlah dan identitas pemberi
sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan I (satu)
hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk
laporan penerimaan yang mencantumkan narna atau identitas
penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

(2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagran dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

BAB III
PEI"APORAN DAITA I(AilPAITTE

Bagian Kecetu
Laporan Ponorlmaan dan Pengguaaan Dean Kampaaye

Pesal 9

(1) Setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota wajib membuat
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

(2) Kewajiban membuat LPPDK dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
(3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (21 dapat membentuk Tim

Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC diwilayah Kota.
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(i) LPPDK pasangan calon walikota dan Wakil walikota, meliputi gabungan
LppDK tingkai Kota dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah
Kota.

(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat semua penerirnaan
dan p".tggrr,"". dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang
dan jasa.

(3) LPPDK wajib dilaporkar oleh pasangan calon kepada KPU Kota, paling
lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 1O

Bagian Kedua
Peabukuan Daaa KamPanYe

Paeal 11

BAB tV
AT'DIT I.ASORAII DANA KAMPAI TE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Bagtan Kedua
Ilaator Akuntan hrbDt

Pasal 13

(1) KPU Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan
untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota dengan memperhatikan masukan dari Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI) yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (tAI).

(2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa
Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana

(1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari
setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan walikota dan
wakil walikota dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

(2) Dalatn pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah lermasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum
masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan
dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari
setelah KPU Kota menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan
dimulainya masa tenang.

(1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan
oleh KPU Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit paling
lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kota menerima laporan penerimaan dan
penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.

(2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan
dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah audit sesuai prosedur yang disepakat {agreed upon
proeduresl.
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kampanye tidak berafrliasi secara langsung ataupun tidak langsung
dengan pasangan calon;

b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa
Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana
kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau
perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai
hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;

c. Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana
kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;

d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI
untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota.

Pasal 15

KPU Kota dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mendasarkan kepada
ketentuan :

a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana
kampanye pasangan calon, dengan ketentuan I (satu) kantor akuntan
publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;

b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada hurrf
a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di
seluruh wilayah Kota, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik
mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan ca.Ion dan TKK 1 (satu) Kota,
termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC
sejumlah kecamatan di wilayah Kota tersebut dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota.

Pasal 16

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO9.

Bagiaa Kettga
Prosea Pelatssraan

Pasal 17

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota
paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kota dengan
tembusan kepada Panwaslu.

Pasal 14

(1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPU Kota mengumumkan
pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan
calon berdasarkan peraturan peruadang-undangan yang berlaku.

(2) KPU Kota menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan
dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan
mengikuti proses pengadaan di Kota.
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Pasal 18

(1) KPU Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat
paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan
publik.

(2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/
elektronik dan atau melalui website.

Baglan KeeDPat
Sankst Kepada Kantor Akuatan Rrbltk

Pasd 19

(l) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit
diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), KPU Kota membatalkan
penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan
KPU Kota.

(2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) KPU Kota menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang
bersangkutan.

BAB V
IIRAJTGAIS DAN SAITKSI

Bagian Kesatu
Leraagan

Pasal 20

(1) Pasangan Calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak
lain yang berasal dari :

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing
dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia
dengan 56!agran sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya
masyarakat asing, dan/ atau warga negara asing.

(3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa

sepengetahuan dan/ atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
b. penl'umbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki

kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh
pelaksana kampanye;

c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayal(21 dan ayat (3).

(4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

1
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(1) Pasangan calon dan/ atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari
' 'pihakiain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditentukan :

a. tiaat dibenarkan menggunakan dana tersebut;
b. wajib melaporkan kepada KPU Kota; dan
c. mJnyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa kampanye beral<hir'

(2) Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kota'

Bsglro Kedur
Sa!tst

Pasal 21

Pas,,l22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII
XETEI{TUAI| PERALIHAIT

Pasel 25

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan KPU Kota yang mengatur
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana Kampanye
pasangan calon walikota Dan wakil walikota Pariaman sebelum berlakunya
Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

BIB VITI
X TENTUAIT PEITUTI'P

Pasal 26

(1) Tata cara pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam
laporan aana tampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12

dilenai sanksi se6agaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah dr;ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008'

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas

yang' diteni-rkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi
"sebigaimana dimaksuddatam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32

Tahrin 2OOa tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8'

Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye y"!q tiq* memenuhi
ketentiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undeng Nomor 32

Tahu-n 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8.
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Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 201O.

l2l Tata, cara audit laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini berpedoman pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 20lO tentang Pedoman Audit Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21Juli 2013
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